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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perusahaan iyang itelah ilisting idi ibursa iefek i(go-public) iwajib iuntuk 

imenerbitkan ilaporan ikeuangan isetiap itahunnya iagar idapat idigunakan ioleh ipara 

istakeholder idalam ipengambilan ikeputusan. iPara ipengguna ilaporan ikeuangan 

itersebut idiantaranya iinvestor / ipemegang isaham, ikreditor, ipemerintah idan ilain 

isebagainya, idimana ilaporan ikeuangan itersebut iakan idigunakan iuntuk imenilai ikinerja 

imanajemen iperusahaan idalam imenjalankan ioperasionalnya. iLaporan ikeuangan iyang 

idisajikan ioleh isuatu ientitas iharus idapat imenunjukan igambaran ikinerja iperusahaan 

ipada iperiode itertentu. iAgar idapat imenunjukan igambaran ikinerja iyang ibaik, isuatu 

ilaporan ikeuangan iwajib imenyajikan ilaporan ilaba irugi ikomprehensif, ilaporan 

iperubahan iekuitas, ilaporan iposisi ikeuangan i(neraca) ilaporan iarus ikas idan icatatan iatas 

ilaporan ikeuangan. iLaporan ikeuangan iyang idibuat iharus imemenuhi ikarakteristik 

ikualitatif iinformasi idalam ilaporan ikeuangan, idimana imenurut iIkatan iAkuntan 

iIndonesia i(IAI) iterdapat i4 ikarakteristik ikualitatif iyaitu idapat idipahami, irelevan, 

ikeandalan, idan idapat idiperbandingkan. iUntuk imendukung itercapainya ikualitas 

ilaporan ikeuangan iyang ibaik, imaka idiperlukan iadanya iaturan i(regulasi) iyang idibuat 

ioleh iprofesi i(dewan ipembuat istandar) idan iPemerintah. 

 Informasi iyang idisajikan ididalam ilaporan ikeuangan iharus idapat imencerminkan 

ikeadaan iekonomi iyang isesungguhnya iagar ilebih isesuai iuntuk idi ianalisis idan itidak 

imenimbulkan idistorsi iakuntansi iakibat idari isalah ipenyajian, ipengungkapan iatau 

ikesalahan idalam imenggunakan ikebijakan iakuntansi. iJika iperusahaan imelakukan 

ikesalahan idalam ipenyajian ilaporan ikeuangan, imaka iperusahaan idiwajibkan iuntuk 

imengoreksi idan imenyajikan ikembali i(restatement) ilaporan ikeuangan itersebut. 

iPenyajian ikembali ilaporan ikeuangan idilakukan ikarena iadanya ikesalahan isaji iyang 

ibersifat imaterial idimana iperusahaan iharus imenyajikan iulang idan imenginformasikan 

ikepada ipemakai ilaporan ikeuangan i(investor, ikreditor idan imasyarakat) ibahwa 

ilaporan ikeuangan iyang isudah idibuat itidak ivalid iatau idapat idikatakan isudah itidak 

iberlaku ilagi. 
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 Di idalam iPernyataan iStandard iAkuntansi iKeuangan i(PSAK), iTujuan 

ipenyajian ilaporan ikeuangan iadalah iuntuk imemberikan iinformasi imengenai iposisi 

ikeuangan, ikinerja ikeuangan, idan iarus ikas ientitas iyang ibermanfaat ibagi isebagian 

ibesar ipengguna ilaporan ikeuangan idalam ipembuatan ikeputusan iekonomi i(PSAK iNo. 

i1 itahun i2018). iJika iinformasi iyang idisajikan idalam ilaporan ikeuangan imengalami 

isalah isaji iyang imaterial, imaka ilaporan ikeuangan iyang itelah idisajikan iharus 

imengalami iperubahan i(revisi), isehingga ihal itersebut iberpengaruh ipada ikondisi 

iperusahaan. iMelaporkan ikembali ilaporan ikeuangan iyang isudah iada iatau irestatement 

ilaporan ikeuangan imenurut iPSAK iNo. i25 i(Revisi i2018) iakan imemberikan idampak 

iyang itidak iefektif iuntuk iperusahaan. iDalam ihal iini imanajemen ibekerja idua ikali idalam 

imelakukan ipelaporan ikeuangan. iKarena iitu, idengan iadanya irestatement ilaporan 

ikeuangan iberarti imengacu ipada ikualitas imanajemen iperusahaan. iSemakin isering 

imelakukan irestatement iberarti isemakin iburuk inilai ikinerja imanajemen idalam 

iperusahaan. iHal iini idapat idiminamalisir idengan imenerapkan iprinsip itata ikelola 

iperusahan iyang ibaik iGood iCorporate iGovernance i(GCG). 

 Salah satu contoh kasus penyajian kembali laporan keuangan yaitu kasus 

yang terjadi pada PT Bank Bukopin Tbk. Saat itu, kegiatan usaha perseroan 

mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana, dan produk/layanan yang 

menghasilkan Fee Based Income (FBI). Adapun fokus segmen layanan Bank 

Bukopin saat itu meliputi pelaku usaha mikro, usaha kecil menengah (UKM), 

Konsumer, dan Komersial. Dimana di Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) merupakan keunggulan kompetitif Bank Bukopin dan merupakan 

segmen yang berkontribusi paling besar dan sesuai dengan pengalaman dan 

kompetensi Bank Bukopin itu sendiri. Saat ini Bank Bukopin telah menjadi bank 

kelas menengah, Berada di kelompok perbankan yang memiliki aset 50 – 120 triliun 

rupiah dan book value atau ekuitas 7–20 triliun rupiah bersama dengan Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJBR), Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

(BTPN), Bank Mega (MEGA), Bank Mayapada Internasional (MAYA), Bank 

Pembangunan Daerah Jawa (BJTM) (Admin Investor Sadar, 2018) 

Dikutip dari finance.detik.com, PT Bank Bukopin Tbk melakukan 

restatement atas laba yang telah disajikan dalam laporan keuangannya. Bank 

Bukopin merevisi laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari sebelumnya Rp 
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1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah dibagian pendapatan provisi dan komisi 

yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp 1,06 

triliun menjadi Rp 417,88 miliar. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi 

pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin (BSB) terkait penambahan 

saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu. Akibatnya beban 

penyisihan kerugian penurunan nilai atas asset keuangan direvisi meningkat dari 

Rp 649,05 miliar menjadi Rp 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan 

meningkat Rp 148,6 miliar. Hal tersebut terjadi karna PT Bank Bukopin 

menyajikan laba yang lebih tinggi dari laba yang sebenarnya dengan cara 

memanipulasi data kartu kredit yaitu dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit 

(Rachman, 2018). 

Tidak jarang kesalahan informasi yang terjadi di laporan keuangan 

menyebabkan harus dilakukannya restatement, salah satunya seperti fenomena 

diatas. Koreksi tersebut terjadi disebabkan oleh manajemen didalam perusahaan 

yang kurang maksimal dalam menyajikan laporan keuangan. Kesalahan 

penyusunan laporan keuangan yang terjadi di periode sebelumnya ditemukan pada 

saat periode berjalan. Maka idari iitu ipenerapan iprinsip iGCG idapat imeminimalisir 

iterjadinya irestatement ilaporan ikeuangan ipada isuatu iperusahaan. iMenerapkan iprinsip 

iGCG idilakukan iagar iproses ioperasional iperusahaan iberjalan isecara iefektif idan idapat 

imengatur itentang ikewenangan ipihak ipihak iyang iberkaitan idengan iperusahaan. 

iMekanisme itata ikelola iperusahaan iberguna iuntuk imencegah iterjadinya irestatement 

ilaporan ikeuangan, ikarena itata ikelola iperusahaan ibertujuan iuntuk imemberikan 

ilaporan ikeuangan isecara itepat iwaktu iserta imemberikan ipengawasan idalam imembuat 

ilaporan ikeuangan i(Sylvia idan iBachtiar, i2005). iDalam ihal ikasus iBank iBukopin, 

iKomite iaudit itidak idapat imengidentifikasi idan imemberikan imasukan ikepada iDewan 

iKomisaris imengenai isalah isaji iyang iterjadi ipada ilaporan ikeuangan. iSelain iitu, ikomite 

iaudit ijuga itidak idapat imengidentifikasi imanajemen iresiko ikepada iDewan iKomisaris. 

iSehingga ikomite iaudit itidak idapat imemastikan ipenerapan itata ikelola iperusahaan 

iyang ibaik. 

Prinsip itata ikelola iperusahaan iyang ibaik idapat iterwujud idengan iadanya 

ikontribusi idari ipara ipihak idi idalam iperusahaan iitu isendiri idalam ihal ipengambilan 

ikeputusan imengenai imasa idepan isuatu iperusahaan. iSalah isatu iperistiwa iyang ibaru 
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iterjadi imengenai ihal iini iadalah iadanya ipenutupan iKantor iCabang iBank iAsing 

i(KCBA) iRabobank idi iIndonesia. iBerhentinya iRabobank idapat idisebabkan ioleh 

iberbagai ihal idiantaranya iperseroan iterus imengalami ikerugian idalam ibeberapa itahun. 

Sehinga Rabobank Group memutuskan untuk mengubah strategi bisnis secara 

global. Keputusan Rabobank group sejalan dengan strategi global yang terarah pada 

visi banking for food, dimana Rabobank secara global akan berkonsentrasi pada 

rantai pasok di sektor food and agriculture. Sehingga struktur bisnis Rabobank 

diluar Belanda akan diutamakan pada wholesale banking (nasabah berskala besar) 

dan tidak lagi pada retail banking. Mochammad Doddy Ariefianto, Direktur Grup 

Surveillance (Pengawasan Risiko) dan Stabilitas Sistem Keuangan Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) menilai, hengkangnya beberapa KCBA dari Indonesia 

semisal Rabobank, lebih disebabkan oleh alasan spesifik perseroan seperti 

prioritisasi terhadap keberlangsungan bisnis perseroan di tingkat global. Selain itu 

Presiden direktur Jos Luhukay menuliskan juga dalam suratnya bahwa pemegang 

saham pengendali telah memutuskan untuk menghentikan operasional Rabobank 

Indonesia. Kami berkomitmen untuk menjalankan keputusan dari seluruh 

pemegang saham dengan sebaik mungkin dan memastikan proses pengembalian 

izin perbankan dan izin usaha kepada otoritas terkait berjalan dengan baik, lancar, 

dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berakhirnya operasional 

bisnis suatu KCBA, merupakan salah satu upaya penyusunan kembali strategi 

bisnis jangka panjang perseroan agar tetap sejalan dengan core business atau bisnis 

inti perseroan secara global (Syafina, 2019). Dari peristiwa Rabobank tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan saham institusional sangat 

berpengaruh pada kebijakan dan keberlangsungan hidup dari suatu entitas. Hal itu 

karena struktur kepemilikan menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk 

menyelamatkan perusahaan. Dalam hal ini Rabobank group memutuskan untuk 

menyelamatkan operasi dari entitas induk dengan mengubah segmentasi bisnisnya 

menjadi kepada nasabah berskala besar. Tentunya perubahan tersebut tidak terlepas 

dari peran dewan komisaris beserta komite audit dimana dewan komisaris dari 

perusahaan induk melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang 

dilakukan oleh direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan 

direksi dalam menjalankan perusahaan yang dalam hal ini masukan tersebut 
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menyebabkan Rabobank di Indonesia harus menutup operasinya. Masukan tersebut 

memerlukan peran dari komite audit dimana komite audit berperan untuk 

mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau dewan 

pengawas yang salah satunya adalah menyelidiki anak perusahaan. Dalam hal ini, 

PT Rabobank International Indonesia menjadi fokus karena dalam beberapa tahun 

terakhir terus mengalami kerugian sehingga harus di tutup. 

Selain kasus di subsektor perbankan adapun kasus pada subsektor asuransi 

seperti yang terjadi pada Asuransi Bumi Putera yang mengalami masalah likuiditas 

dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan iasuransi iyang ilahir ipada i1912 iitu isudah 

idililit iberbagai imasalah, iKepala iPengawas iIndustri iKeuangan iNon iBank iOJK, 

iFirdaus iDjaelani imengatakan ibahwa ipermasalahan iini ibermula idari ipenerapan itata 

ikelola iperusahaan isampai imiss imanagement iyang imempengaruhi ineraca ikeuangan 

iBumiputera. iDi idalam iBumiputera iterdapat iBadan iPerwakilan iAnggota i(BPA) iyang 

imerupakan ilembaga itertinggi idi iAJB iBumiputera. iPihak iyang imewakili iBPA iadalah 

ipemegang ipolis iyang imemiliki ihak imendapatkan ireversionary ibonus, iyaitu ibonus 

iyang itidak ilangsung idibayarkan itunai, ibiasanya iberupa ipenambahan iuang 

ipertanggungan. iDimana ipemegang ipolis iakan imemperoleh ilaba iapabila imereka 

imendapatkan ibunga idan ibonus idari iperjanjian. iSeperti idividen ikalau idi iPerseroan 

iTerbatas i(PT). iHal itersebut imenimbulkan igejala ipermasalahan ibagi iAsuransi 

iBumiputera ikarena istruktur ipemegang ipolis imasuk iBPA, isehingga igovernance 

ibelum ijalan idan iterjadi imiss imanagement. iMenurut iFirdaus, ipemegang ipolis iAJB 

iBumiputera imencapai i6 ijuta idan itidak isemua imemiliki ihak ireversionary ibonus. 

iDalam ihal iini, isaat iterjadi ikerugian idi itubuh iBumiputera, iBPA iini itidak imau 

imenanggung irugi ibersama, iseperti isaat imendapatkan ilaba iketika iperusahaan iuntung. 

iFirdaus iDjaelani ikembali imenambahkan ibahwa idalam iperjalanannya, iBumiputera 

ibanyak imengalami imiss imanagement iberupa igap iantara iaset idan ikewajiban i(premi 

idan iklaim) i(Ariyanti, i2017). 

Miss Management yang terjadi pada AJB Bumiputera, tercermin dari 

pemberitaan yang diungkap oleh Tirto.id. Bahwa, di dalam internal AJB 

Bumiputera terjadi praktik yang menyimpang, dimana praktik corporate 

igovernance iatau itata ikelola iperusahaan iyang ibaik tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Terutama mengenai pengelolaan dan pengontrolan suatu perusahaan atau 
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korporasi. Di dalam pemberitaan tersebut Jaka Irwanta (cucu salah satu pendiri AJB 

Bumiputera) mengungkapkan bahwa terjadi praktik menyimpang, dimana salah 

satunya adalah klaim yang diajukan nasabah adalah klaim kematian biasa yang nilai 

ganti ruginya Rp. 100 juta. Tetapi yang dilaporkan ke kantor Bumiputera adalah 

kematian karena kecelakaan dengan nilai ganti rugi Rp. 200 juta. Sisanya, masuk 

ke kantong oknum tertentu.  Praktik seperti ini, kata Jaka, menjadi kebiasaan yang 

dilakukan berulang. Mantan Komisaris Independen Bumiputera Irvan Rahardjo pun 

membenarkan hal tersebut. 

Beberapa oknum di kantor-kantor cabang juga sering menggelapkan uang. 

Misalkan ada kerja sama dengan bank, uang premi itu tak masuk ke perusahaan 

melainkan ke kantong pribadi dan beberapa oknum lain. Jika ada klaim, oknum itu 

akan membayarkannya. “Kalau premi kecil-kecil, mereka sudah bisa ukur klaimnya 

juga tak seberapa, jika ada klaim, mereka bayar sendiri,” kata Jaka kepada Tirto.id, 

Selasa (6/12). Kecurangan seperti ini juga diamini Irvan benar adanya, dan menurut 

keduanya, ada banyak jenis-jenis kecurangan lainnya. Menurut pernyataan Irvan 

bahwa tidak ada penyelewengan dana dibawah 1 miliar.  

Dari fenomena diatas tercermin bahwa terjadi sistem pengendalian internal yang 

buruk di dalam perusahaan, sehingga tidak terjalin koordinasi yang baik antara 

auditor internal, komite audit dan dewan komisaris. Hal ini menyebabkan seolah-

olah tidak terjadi penyimpangan atau temuan di lapangan yang dilakukan oleh 

direksi dan manajemen. Whistle Blower Policy pun tidak dapat berjalan akibat 

praktik tata kelola perusahaan yang buruk terjadi dari hulu hingga hilir. Dari 

berbagai perbuatan yang terungkap pada AJB Bumi Putera, dapat terlihat bahwa 

hubungan antara Direksi, Komisaris, SPI, Komite Audit tidak memperlihatkan 

upaya dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance). Seharusnya komisaris independen beserta komite audit dapat 

memberikan ipengawasan idan imasukan ikepada idireksi imengenai icorporate 

igovernance iyang ibaik sehingga perusahaan tidak mengalami miss management 

yang menyebabkan terjadi gagal bayar. 

Selain kasus Asuransi Bumi Putera, Asuransi Jiwasraya pun mengalami 

masalah. Manajemen baru Jiwasraya yang ditunjuk 18 Mei 2018 dan dipimpin 

Asmawi Syam melihat ada permasalah pada produk Asuransi Jiwasraya dan 
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melihat ada ketidakberesan dalam laporan keuangan. Manajemen pun meminta 

untuk dilakukan audit ulang dengan menunjuk PricewaterhouseCoopers (PwC) 

sebagai KAP. Dari hasil audit tersebut terjadi revisi laporan keuangan. Laba bersih 

Jiwasaraya tahun 2017 turun dari semula Rp 2,4 triliun menjadi Rp 360 miliar 

(Ananta, 2018).  

Restatement yang dilakukan oleh Jiwasraya tidak lepas dari lemahnya peran 

Dewan Komisaris dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. 

Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman mengungkapkan permasalahan yang 

dialami perusahaan asuransi yang dimiliki pemerintah ini diawali dari pembelian 

dan penempatan saham yang tidak sukses. Selain itu, penempatan dana yang 

dilakukan Asuransi Jiwasraya justru tidak tercatat dengan jelas dan transaksi ini 

sudah terjadi 10 tahun yang lalu  (Ananta, 2018).  

Dari fenomena tersebut dapat kita ketahui bahwa, restatement yang terjadi 

pada Asuransi Jiwasraya menyebabkan perusahaan mengalami masalah likuiditas 

sehingga mengalami gagal bayar. Hal ini disebabkan gagalnya Dewan Komisaris 

dalam menilai kinerja dari Direksi sehingga gagal untuk memastikan kecukupan 

sumber keuangan bagi perusahaan. Seharusnya, apabila dewan komisaris yang 

dibantu oleh komite audit berkinerja dengan baik, mereka dapat mendeteksi dan 

mencegah permasalahan yang ada. Dan apabila permasalahan baru terdeteksi 

dikemudian hari, seharusnya dewan komisaris dapat mengambil langkah 

sebagaimana tercantum di pasal 106 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat 

memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasan dan 

diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Selain itu 

ketentuan pasal tersebut juga menjelaskan bahwa Dewan Komisaris dapat 

memberhentikan sementara anggota Direksi, namun keputusan selanjutnya 

diserahkan pada RUPS. Keputusan RUPS dapat menguatkan atau membatalkan 

keputusan pemberhentian sementara. Tindakan yang dilakukan dewan komisaris 

seharusnya dapat melindungi pemegang saham dan pemegang polis asuransi dari 

tindakan yang dilakukan direksi. Sehingga tidak terjadi restatement dengan nilai 

material yang merugikan berbagai pihak. 
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Pentinganya iGood iCorporate iGovernance i(GCG) idalam isuatu iperusahaan 

iuntuk imenghasilkan ilaporan ikeuangan iyang ibaik idan ibenar isesuai idengan ikentuan 

iataupun iperaturan iyang iada. iSalah isatu iunsur idalam iGCG iadalah idewan ikomisaris. 

iDewan ikomisaris idiharapkan idapat imenerapkan ipraktik-praktik iakuntabilitas iuntuk 

imelakukan imonitoring, ievaluasi idan ipengendalian iterhadap imanajemen iguna 

imemberikan ijaminan iperlindungan ikepada ipemegang isaham idan ipembatasan 

ikekuasaaan iyang ijelas idi ijajaran idireksi i(Kusumo idan iMeiranto, i2014). iDewan 

iKomisaris iIndependen imerupakan isalah isatu ibagian idari idewan ikomisaris 

iperusahaan. iKeberadaan iDewan iKomisaris iIndependen isangat ipenting iuntuk 

imenjalankan itugas ipengawasannya iagar ilebih iobjektif idan itidak iterpengaruhi 

iapapun. iPengawasan iefektif iyang idilakukan iDewan iKomisaris iIndependen, 

idiharapkan imampu imeminimalisirkan iterjadinya ikecurangan idan ikesalahan idalam 

ipenyajian ilaporan ikeuangan, isehingga idapat imeningkatkan ikualitas ilaporan 

ikeuangan. 

Unsur ilain iyang idiperlukan iadalah iadanya ikeahliaan ikeuangan ikomite iaudit. 

iPeran ikomite iaudit iseringkali idihubungkan idengan ikualitas ipelaporan ikeuangan 

ikarena idapat imembantu idewan ikomisaris idalam imengawasi iproses ipelaporan 

ikeuangan ioleh imanajemen iuntuk imeningkatkan ikredibilitas ilaporan ikeuangan. 

iBerdasarkan iPeraturan iOtoritas iJasa iKeuangan iNo. i55/POJK.04/2015, ianggota 

ikomite iaudit idisyaratkan iindependen idan isekurang-kurangnya iada isatu iorang iyang 

imemiliki ikemampuan idibidang iakuntansi iatau ikeuangan. iKeahlian ikeuangan 

idiperlukan idalam isuatu ikomite iaudit, ikarena ihal iini iterkait idengan itujuan ikomite iaudit 

iyaitu imemeriksa idan imengawasi iproses ipelaporan ikeuangan. iKomite iaudit idengan 

ikeahlian ikeuangan, imeningkatkan ikemungkinan ibahwa isalah isaji imaterial iterdeteksi 

iakan idikomunikasikan ikepada ikomite iaudit idan idikoreksi isecara itepat iwaktu. 

Selain idewan ikomisaris iindependen idan ikeahlian ikeuangan ikomite iaudit, iada 

ipula istruktur ikepemilikan iinstitusional. iStruktur ikepemilikan imerupakan ibagian 

ipenting idalam iproses iimplementasi iGCG. iStruktur ikepemilikan imenjelaskan 

ikomitmen idari ipemiliknya iuntuk imenyelamatkan iperusahaan. iKepemilikan isaham 

iinstitusional imerupakan ipersentase iyang idimiliki ioleh iinstitusi. iAdanya ikepemilikan 

iinstitusional idalam isuatu iperusahaan iakan imendorong ipeningkatan ipengawasan iagar 

ilebih ioptimal iterhadap ikinerja imanajemen ikarena isetiap ikeputusan iyang idiambil ioleh 
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imanajemen iakan iberdampak ilangsung ipada ikekayaan ipemegang isaham i(Kusumo 

idan iMeiranto. i2014) 

Pengujian  iterkait  idewan  ikomisaris  iindependen  iterhadap  irestatement  

ilaporan  ikeuangan  itelah  idilakukan  ioleh  iYuristisia  idan  iLukviarman  i(2008),  

iPuspitasari  idan  iJanuarti  i(2014)  iserta  iKusumo  idan  iMeiranto  i(2014).  iHasil  

ipenelitian  iYuristisia  idan  iLukviarman  i(2008)  imenunjukan  ibahwa  idewan  

ikomisaris  iindependen  iberpengaruh  iterhadap  irestatement  ilaporan  ikeuangan.  

iNamun,  ipenelitian  iyang  idilakukan  iPuspitasari  idan  iJanuarti  i(2014)  iserta  iKusumo  

idan  iMeiranto  i(2014),  imenunjukan  ihasil  iyang  iberbeda  iyaitu  itidak  iadanya  

ipengaruh  idewan  ikomisaris  iindependen  iterhadap  irestatement  ilaporan  ikeuangan. 

Pengujian  iterkait  iKeahlian  iKeuangan  iKomite  iAudit  iterhadap  irestatement  

ilaporan  ikeuangan  itelah  idilakukan  ioleh  iPutra i(2010) idan iWidyaningrum i(2015). 

iHasil  ipenelitian  iPutra i(2010) imenunjukan  ibahwa  ikeahlian  ikeuangan  ikomite  iaudit  

iberpengaruh  iterhadap  irestatement  ilaporan  ikeuangan.  iNamun,  ipenelitian  iyang idi  

ilakukan  iWidyaningrum  i(2015)  itidak  iberpengaruh  inegatif idan isignifikan iterhadap  

irestatement  ilaporan  ikeuangan. 

Selain  iitu,  iPengujian  iterkait  ikepemilikan  isaham  iinstitusional  iterhadap  

irestatement  ilaporan  ikeuangan  itelah  idilakukan  ioleh  iKusumo idan iMeiranto i(2014), 

iVeronica idan iBachtiar i(2005) idan iParamita  i(2016). iHasil  ipenelitian  iKusumo idan 

iMeiranto i(2014) idan iVeronica idan iBachtiar i(2005) imenunjukan  ibahwa  

ikepemilikan  isaham  iinstitusional  iberpengaruh  inegatif  iterhadap  irestatement  

ilaporan  ikeuangan.  iNamun,  ipenelitian  iyang  idi  ilakukan  iParamita  i(2016)  

iberpengaruh  ipositif idan isignifikan iterhadap  irestatement  ilaporan  ikeuangan. 

Penelitian iini iadalah ireplikasi idari iVira iFortuna iWidyaningrum i(2015) 

imengenai ipengaruh ikarakteristik iCorporate iGovernance iterhadap ipenyajian 

iKembali iLaporan iKeuangan. iPerbedaan ipenelitian iini idengan ipenelitian isebelumnya 

iadalah ipenelitian iini imenggunakan itahun ipenelitian i2014-2018, isedangkan 

ipenelitian iserbelumnya imenggunakan itahun ipenelitian i2009-2013. iSelain iitu, 

ipenelitian iini imenggunakan isampel ikeuangan iyang iterdaftar idi iBEI, isedangkan 

ipenelitian isebelumnya imenggunakan isampel iseluruh iperusahaan iyang iterdaftar idi 

iBEI. iBerdasarkan ilatar ibelakang idan ifenomena idi iatas, imaka ipeneliti itertarik iuntuk 
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imengambil ijudul i“Pengaruh iKarakteristik iCorporate iGovernace iterhadap 

iRestatement iLaporan iKeuangan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan ilatar ibelakang, imaka irumusan imasalah idalam ipenelitian iini iadalah 

isebagai iberikut: 

a. Apakah  iDewan  iKomisaris  iIndependen  iberpengaruh  iterhadap  

iRestatement  iLaporan  iKeuangan? 

b. Apakah iKeahlian iKeuangan iKomite iAudit iberpengaruh iterhadap 

iRestatement iLaporan iKeuangan? 

c. Apakah iKepemilikan iSaham iInstitusional iberpengaruh iterhadap 

iRestatement iLaporan iKeuangan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan iuraian ilatar ibelakang imsalah idan iperumusan imasalah idiatas, imaka 

itujuan ipenelitian iini idapat idirumuskan isebagi iberikut: 

a. Untuk imenguji ipengaruh iDewan iKomisaris iIndependen iterhadap 

iRestatement  iLaporan  iKeuangan. 

b. Untuk menguji pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap 

Restatement Laporan Keuangan. 

c. Untuk menguji pegaruh Kepemilikan Saham Institusional terhadap 

Restatement Laporan Keuangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap ipenelitian idiharapkan ibermanfaat ibagi isemua ipihak iyang imembacanya isecara 

ilangsung. iAdapun ikegunaan ipenelitian iini iadalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

tambahan pengetahuan kepada penulis selanjutnya mengenai Pengaruh 

Karakteristik Corporate Governance Terhadap Restatement Laporan 

Keuangan. Serta melanjutkan dan mendukung penelitian yang telah ada 

seperti yang tertera pada jurna-jurnal dan skripsi. 
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b. Manfaat iPraktis 

1) Bagi iPerusahaan 

Penelitian iini idiharapkan imampu imemberikan ipedoman iuntuk 

imenjelaskan idampak iyang itidak iefektif ibila iperusahaan imelakukan 

irestatement ilaporan ikeuangan. 

2) Bagi iInvestor 

Hasil ipenelitian iini idiharapkan imampu imemberikan igambaran imengenai 

iunsur-unsur idalam imengevaluasi itata ikelola iperusahaan iyang ibaik, 

isehingga itidak iterjadi ikesalahan idalam ipengambilan ikeputusan idimasa 

imendatang. 

3) Bagi iRegulator 

Penelitian iini idiharapkan imampu imemberikan ibahan imasukan idalam 

imembuat iperaturan iyang iberkaitan idengan ipenerapan igood icorporate 

igovernance iyang ibaik idan ipencegahan iterjadinya irestatement ilaporan  

ikeuangan. 
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